Meninbang  :

Mengngat

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa dalam rangka mengadakan pembinaan dan pengawissn pembuangan limbah
ealr padi lempai-tempat umum dan sebagai upays untuk pengendalian pencemaran
kualitas air, maks periu mervtah dun meninjau kembali Peraturan Daerah Kota
Palembang Momor 27 Tahun 2002 tentang Pembinasn dan Betribusi Pemberian Lrin
dan Pembusnpan Limbah Cair, puna disesusiken dengan ketennmn peramren
perundeng-undangan yang lebib finggi ;

bahwa berdasardkan perfimbangan sehagaimana dimaksod delam huref o, perlu
membentuk Peraturan Daerah Koda Palembang tentang Pembinoan dan Pengawasan
Pembuangan Limbah Cair.

Undang-Undang Momor 28 Tahun 1959 tetang Pembentukan Dacrah Tinglkat 11 Dan
Kotapraja di Suamaters Selatan (Lembapga Negara Rl Tahun 1959 Momoe 73,
Tambahan Lembaran Megara BRI Nomor 1821).

Undang-t Indang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Megara RI Tabun 1960 Womor 104, Tembahan Lembarmn Nepam RI
Momor 2043 );

Undang-Undang Momor 8§ Tabun 1981 tentang Hukum Acara Piduna (Lembaren
Mepgara Bl Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 3209
Undang-lIndang Nomor 5 Tahun 19H) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayar
dan Ekosisternnva {Lembearan MNegara Bl Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Megara RI Momor 3419);

Undang-Undang Momor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Rl Tahun 24 Nomar 32, Tambahan Lembaran Negarm Rl Nomor 43775
Undang-1ndang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dserah [Lembaran
Megmra BRI Tabun 2004 Nopor 125, Tambahan Lembaran Megara RI Nomor $437)
schagaimana telah diubah beberape kali terakhir dengan Undang-1Undang Nomor 12
Tabun 2008 wniang Perubahan atas Undang-Undang Momor 32 Tabun 2004 tentang
Pemeriniahan Daerah (Lembaran Megara RI Tahun 2008 Momor 59 Tam>ahan
Lembaran Megnm Bl Momer 4844}

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pueat dan Pemenminham Dwersh (1 emborn NL".E_I’I‘HI R Tahun 204 Momos
126, Tambahan Lembaran Megera BRI 4438);

Uindang-{Indang Momor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Cacrah
(Lembaran Megara RI Tahun 2009 Momor 130, Tambshan Lembaran MWegaa RI
Momor 5049

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perdindungean dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Megara BRI Tahun 2009 Memor 40, Tambahan
Lembaran Megara Kl Nomor 50599
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- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Permbentukan Peramuran Perundang-

undangan (Lembaran Negara Bl Tahun 2011 Nomar 2, Tambahan Lembaran Megara
BRI Nomor 52345;

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukem Acara Pidana (Lembaran Megara RI
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RT Nomor 3258) sehagaimana
telah divhah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perahahan
ates Peraturan Pemerinizh Nomor 27 Tahun 1983 entang Pelakeanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Megara RI Tshun 2010 Mome: @0
Tambahan Lembaran Negara RI Momor 5145)

- Peraturan Pemerintah Momor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Ethahaﬁ}t}]m Hu:cjlm {Lembaran MNegara BRI Tahun 1999 Nomor 31, tambahan
mbaran Nepgura MNomor 3815) sehagaimana selah diubah dengan Persuran
Pemerintah Nomor 85 tahun [99% tentang Perubahan Atas Permturan Pemedntah
Momor 1R Tahim 1900 tentang Pengelolaan Limbah Bahon Berbahaya dan Beracun

(Lembaran Mepam RI Tahun 1999 Nomor 190, Tambshan Lembaran BRI
Nomor 39110}

» Peraturan Pemerintah Nomar 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kuatitas Air dan

Pengendalian Pescemnaran Air (Lembaran Megara RI Tahun 2001 Nomar 153,
Tambahan Lembaran Megara BRI Momor 4161);

. Peraturan  Pemerintsh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagion Urusan

Pemeriniahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah Provinsi, dan Pemerinahan
Doerah Kabupaten®ota (Lembaran Negars BRI Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara BRI Nomor 47373,

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 teniong Sungai {Lembarn Negaa RI

Tabun 2011 Nomaor 74, Tambahan Lembaran Negara B Momar 5230}

. Peraturan  Daerah  Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kota Palembong (Lembaran Daersh Kotn Palembang Tahun 2008
Momor 6);

+ Peratran Daerah Kota Pulembang Nomor 10 Tabun 2008 tentang Pembentukin,

Susunan Organisasi dan Tata Kesja Lembaga Teknis Dmerah Kot Palewbang
{Lembaran Daerah Kota Palembang Tabun 2008 Nomor 10):

Peratwran Daerah Kota Palembang Nomor & Tabun 2000 tentang Dokimen
Lingkungan Hidup {Lembaran Doerah Kota Palembang Taluan 2000 Momaor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN :

t PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMBLUANGAN LIMBAH CAITR

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ind vang dimaksud dengan:

i Lk

Daerah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Walikota sdalah Walikotn Pelembang.

Badan Lingkungan Hidup yang seclanjutnya disingkat BLH adolah
Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.
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Sptuan Kerja Perangkal Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalsh Satuin
Ketja Porangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terkatas,
perseroan komanditer, perseroan lainya, badan ussha milik Megara atau daerah
dengan nama dan bentuk apapun, persckutuen, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi. yayasan atay organisesi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk wsaha tetap serta badan usaha lainnys,

% Mu?mﬁmamlahummldmmdﬂhm;mgmﬂwdimmﬂm

tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ rawa, saluran pembuangan dan lobang
galian,

Pengolahan adalsh upaya dalam rangka meningkatkan koalitas limbah cair schingga
bercapai kualitas limbah cair sceusi dengsin baky muty yang ditetapkan,

- Pembuangan adalsh kegistan mengalirkan atau membuang limbah cair ke Badan
11.

Penerima dalam jumish tertentu,

Izin Pembuangan |imheh Cair vang selanjuinya disebut Lein adoloh izin FRng
diberikan bagi kepiaton-kegiatan usaha yang membuang limbah cair ke Badan
Penerima.

Limbah ndalah sisa sustu ussha dan/atau kegiatan

Limbah Cair adalah stiop bahan hasil sampingan kegiatan ekonomi atay proses
produksi ataw permukiman yang masck atan dimasukkan ke dalam
Badun Pencrima yang dalam jumlah atau kandungan dan cara tertento
yang mengakibatkan perubahan.kualitas Badan Penerima.

Baku Mutu Limbah Cair adalsh batas kadar dari jumlah unsur pencemaran
yang ditenggang dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegintan
lertentu.

Air adalsh semua air yang terdapal atau berasal dari Badan Penerims dan
terdapat diatas permukasn tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini uir vang
terdapat dibewah permukaan tanash,

. Tim Peneliti adalah Tim yang diberi wgas melaksanakan penelifian kelayakon fzin

pengolahan limbah cair dari kegiatan usaha,

. Dumping {pembusngan) limbah cair adalah kepiatan membuang, menempatkas dan

/ateu memasukkan limhah cair dan / atou behan cair dolam jumlah, kensenirasi,
waktn din lokasi tertentu dengan persyaratan lerlenln ke media lingbungan aidup
tertentu.

Kawasan Pemukiman adaltah kawasan temipal pemusitan pemukiman yang
dilengkapi dengan prasarena dan sarana penunjang vang dikembongkan dan
dikelolah oleh perusahasn yang telah memiliki ijin usaha kawasan pemukiman baik
dalam klaster, apartemen, kondominium dan asrama.

Kawusan Komersial sdalah kawasan tempat pemusatan perdagangan, perkanioran,
olah rage dan jesa lzinnys vang dilenghapi dengan prassrana dan sarana pemunjang
yang dikembangkan dan diketoleh oleh perusahsan vang telah memiliki ijin osaha
kwwasen komersial.

. Kawasan [ndustri adalah kewasan tempat pemusatan kegistan industri vang

dilengkapi dengan prasarena dan =sarsna penunjang vang dikembangkar dan
dikelolah oleh perusahasn kawasan indusia vang telah memiliki §jin usaha kawasan
industri,

Kewasan Khusus ndalah kawasan strategis vang dilengkapi denpan prasarars dan
surana penunjang yeng dikembangkan dan dikelolah oleh perusahaan yang telah
memiliki ijin usaha kawssan khosis,

. Fasilitas Umom adalah fasilitas vang disediakan untuk kepentingan umum yang

dikembangian dan dikelolah oleh perusshann yeng telah memiliki ijin;

. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutohkan masyarakat dalam lingkungan

ukiman,
mhmﬁduhwwhudmpenmim pencemaran dan atau
kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari pembuangan limbah cair dari suatu
kegintan usaha.
Penpawasan  adalah  tanppung  jawabkewsajiban  Walikota sesuai  dengan
kewenangannye dilam mengawasi  ketastan  penanggung jawab usaha  dan/atau
kegiatan terhadagp izin lingkungan.
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26, Pemeriksasn adalah serangkaian kegiatan untuk mencar, mengompulkan, mengolah
data atau Imr.mngm untuk mengetahui kepatutan pemenuhan pemberian dan
penggunsim ixin pemboangan limbah cair.

27. I‘en;ndiknn tindak pidana adalah serangkeian tindakan yang dilakukan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selajuinys disebut Penvidik untuk mencari dan
mengumpulkan bukti  untuk membuat terang tindak pidana dibidang pembungan
limhah cair

BAB 1
MAKSUD DAN TUJSUAN
Pasal 2

{1} Pembinsan terhadap kegiatan pembuangan lmbah cair dimaksudkan schegai upaya
pemberian anchan, pedoman dan pembinaun bagi setiap kepistan pembuzngsn Hbah
cair ke Badan Penerima.

(2) Pengawasan terhadap kegiatan pembuangan limbeh cair dimaksudkan schagai upaysE
untuk pengendalisn pencemaran kualitas air pada Badan Penerima.

Pasal 3

Pemberian arahan, pedoman, pembinaan dan pengawasan sehagaimana dimaksud calam
Pasal Z, bertujuan untuk melindungi kelestarian hidup flor, fauna dan mikeoorginisme
yang bermanfaat dan terdapas dalam badan sir sebagai kebutihan manusie

BAB 111
FPERIZINAN
Fasal 4

(1) Setiap orang atau badan ymmp menyelenggarskan keglatan dan/atin usaha vang
menghesilken limhah cair dan diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap
lingkungan hidup, wajil mengelola limbah coimya terlebih dahule sebelum dibuang
ke media lingkungan sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-undang vang
berlakn.

(X} Betiap orang atan badan vang akan melakukan pembuangan (dumping) limbah cair ke
Budan Penerima/media lingkungan dalam Traerah, wajib memiliki izin dac Walikota,

Pasal 5

{1) Untuk mendapatkan izin schagaimanas dimaksud dalam Pasal 4, Pemohon
harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.

(2)Permohonan sehagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi
persyaratan sehagai berikuf :

a  Memiliki Instalasi Pengelolagn Air Limbah (IPAL) beserta siluran
pembuangan linhah cair dan alat debit ukur permanen.

h. Rekaman 3 (tiga) bulan terakhir hasil analisa kualitas limbah cair vang
dibuang dari laboratorium rujuken.

¢, Surat pernyataan akan melakukan pembuangan limbah cair sesuai dengan
krdenivian yang herlaka

d  Surat pernyataan kesanggupen untuk melakukan pembavaran ganti rugl
dan atau pemulihan kualitas sumber air vang tercemar skibat
pembusngan limbah cair dar kegiatan,

e, Melampirkan Site Plan dan surat kepemilikan taseab,

. Melampirkan denah lokasi,

g Melampirkan fido copy KTP, Rekening Air dan Surat [zin Gangguan.
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h Dcl_kumc.n Analisis Mengenai Dampak Lingkungan {AMDAL) bagi
setiap usaha atan kegiatan yang berdampak penting dan dokumen
Upaya Pengelolaan Lingkungan {(UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (LIPL) serta Surat Pernyatnan Pengelolaun Lingkungan (SPPL) bagi

BARE IV

USAHA PELAYANAN PFENGOLAHAN ATAU
PEMERIKSAAN LIMBAH

Fasal 6

(1} Ussha pelayanan pengolahan atay pemeriksaan limbal vang dilakukan oleh GTRRE
pribadi atau hadam wajih memiliki izin dod Walilota
(2} Izin schagaimana dimaksud pada ayat {1}, berlaku untuk jangks wakiu selars 3 (i)

tishun dom setiap 1 {satu) tahun dilakukan evaluasi oleh BLH vang beriangpunginwab
dibidang penpolahan mbuh.

(3) Persyaratan izin usaha pelayanan pengolahan aau pemeriksaan lmbah sehagaimana
dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Pasal 7

l‘eml:nil_um dan pengawasan usahe peloyanan pengolshan atau pemerikssan limbah
sehapaimani dimaksud dalam Pasal 6, dilakuken oleh Walikota melalui BLH.

Pasal 8

Hasil setiap pelayanan pengolahan alau pemeriksaan limbah vang dilakukan, wajib
dilaporkan kepada Walikota melalui BLH.

Pasal 9

BLH bekerjasama dengan Instansi terkait meneliti permobonan izin sebagamana
dimak=ud dalam Pazal 5 dan Pasal 6.

Pazal 10

(1) lrin sebagaimane dimosksud dalem Pasal 4. berlakn selama kepgistan perusshaan
tersebut berjalan.

(2) Untuk pengendalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, pemepang izin wajib
melakukan daflar vlang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 11
Izim sebagaimans dimaksud dalam Pasal 4, dapat dicabut apabila ;

a. izin dipindahtenpenkn;

berakhirnya kegiatan;

c. pemegang izin fidak melakeksn kepiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak
dikeluarkannya izin;

d. terjadi perubahan proses produksi ;

e, penambahan kapasiias [PAL ; dan

f mwelakokan pelangparan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan vang
berlaku

T



Pasal 12

i1} Pencabutan izin sehagaimana dimaksued dalam Pasal 6 dan Pasal 11,
dilakukan setelah diberikan teguran tertwlis dari Instansi  teknie
sebanyak 3 {hga) kali berturut-turui melalui Surst Peringatan Pertama, Kedus dan
Ketign masing-masing diterbitken dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.

() Apabile peringatan Wbagllmﬂ.‘nﬂ dimaksud pada ayat (1) tidak
diindahkan oleh Pemegang izin, maka Walikota mengeluarkan Surat
Peringatan Terakhir dalam tenggang waktn 7 x 24 jam.

(3} Apabila Peringatan Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ddak
Juga diindahkan, meks izin dicabist,

Pasal 13

lein dapat mt-m fanga wclalul proses peringatan dalam hal Perusahasn tersebul
dalam kegiatannya membahayskan kepentingan umum.,

BABY
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bein pengendalian pembimngun
lirmbah cair secara teknis operasional dilaksnnakan oleh Walikota mebalui BLH anE
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.

(2 Walikota melalni BLH beriugas dan berwenang melakukan pembinaan dan
pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dandatsy Kegiatun techadap ketentuan
Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan vang lebih nggi.

(3 Kepala Badan wajib melaporkan pelaksanann tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}, kepada Walikota.

(4)Dalam mngka pembinaan, pengawassn dun pengendalion pencemaran Hnghurgan,
BLH melakukan sampling limbah cair minimal 3 (Hga) bulan sekali dan dilakukan i
laboratorium.

(5)Untuk kepentingan pengawasan setiip pemezang izin wajib memberikan kesempatan
kepada pejabeai vang ditunjuk uniuk mengadakan pemeriksaon terhadap loalitas
limbah caimya melalni uji laboratorium serta data yang diperukan.

{6} Biaya uji laboratorium sebagaimana dimakeud pada ayat (4) dan avat {5), dibebankan
kepuda peluku wsaha kepiotan sesusi dengan keientuan peraturan peruncang-
undangan vang berlaku,

Pasal 15

Pengelola kawasan pemukiman, kewasan komersial, kawasan industri, kawasan khosus,
fasilites wmum, fesilitas sosial dan f@silites lwnnye, wagib menyedinkan fashias
pengolehan limbah,

Pasal 16

Pananggung]awah useha danfatau kegiatan yang mendapat izin Walikota wajib :
Memenuhi baku mutu limbah cair sesuai dengan karakteristik usaha'keg.atan
aebetum dibuang ke badan pensrima.

b. Membuat saluran limbah cair yang kedap nir schinggs tidak terjadi

perembesan limbah cair ke lingkungan.

Memasang alat ukur debit dan sarana pengambilan sample pada outlet unit

pengolahan air limbah.

Mencatat debit limbah cair harian buangan limbah cair tersebut.

Memizahkankan saluran pembuangan limmbah cair dengan air hujan.

Melakukan swapantau analisa limbah cair setiap 1 (satu) bulan sekali dan

dilsporksn ke Badan Lingkungan Hidup,

n

Moo
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Tidak melakukan pengeceran limbah cair.

Tidak membuang air limbah yang mengandung radio aktif ke airfbadan
penerima.

i. Memiliki suruna dan prosedur penanggulangan keadaan darurat,

j- Tidak melakukan pembuangan secarn sekaligus dalam satu ssat atau
melepaskan dadakan.

FE

Fasal 17

(1} Apabila pelayanan pengolahan limbah cair telah disediaken, dimiliki danan dikelola
secara khusus oleh Pemerintah Kota atau diperoleh dani hibah pihok ketiga dalam

bentuk instalasi pengolahan limbah, maks kepada penanggungjawab ussha dan/atau
kogiatan dikenakan retribosi

(2} Besarnya tasif retrihisi schagsimans dimaksud pada ayat {1}, ebih lanjut ditewpkan
dengan Perataran Duerah.

BAB V1
SANKSI ADMINSTRATIF
Fasal 18

(1) Walikota menctapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan‘atan
kegiatan jika dalam pengawnsin ditemukan pelanggarn terhadap izin pembusngin
limbah cair.

(2} Dalem hal pemilik wsahadizin tidak mematuhi scgala keteniuan yag wrcantum dalam
sursd izin dan atau tidak memberikan kesempatan pada petugas unluk melakokan
pemerikeaan akan dikenakan sanksi administralif, berupa:

8. teguran termulis ;

k. penghentian kegiatan danfatou usahs untuk sementars ;
¢ pencabutan izin ; dan

d. penghentian kegiatan den/staw usaha unmk selamanya.

{3) Ketentuan mengenal tata  cars  penjatuban  sanksi  administratil sehagaimana
dimakssdlan pada ayal (1), bebil Tanju ditetapkan dengan Peraturmn Walikota,

BAR VII
PENYIIHEAN

Pazal 19

(1} Penyidikan terhadap pelanggaran Persturan Deerah ini dilakukan oleh Penyidik
sehagaimana diatur dalam Kitab Undanpg-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Selpin Pemyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai
Meger Sipill {PPNS) Pemerintah Kofa d't'bqri.ltau kewenangan untuk melakukan
penyidikan atas pelanggaran Persturan Daerah ini.

(3 Peny ik Peypowii Negeri Sipil (FPRS) boowosag |

a. melakukan pemeriksann atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana dibidang perlindungan dan pengeloluan lingkungan hidup,

b. melakuksn pemeriksann terhadap setiap oranga yvang diduga melakukan Gndak
pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidap,

<. memints keterangan dan bahban bukti dan setiap orang berkenaan dengan peristiwa
tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolan lingkungan hidug;



d. melakukan pererikssan ates pembukun, calatan dan dokumen luin berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungen hidup;
e. melakukan pemcriksan ditempat tertentu yang diduga terdapat behan bukt,
. panhm,cmm dan dofoumen lain;
mel penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran 4
dijadikan  bukti dalam perkara tindak pidana  dibideng ;nr]indl.:;r.;‘::fn E
pmgelah:.:;inghmgm hidup;
meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan idikan tindak pidans
dibidang perlindungan den pengelolaan Imgkmgm“hlﬁsunw "
menghentikan penyidikan;
memasuki fempat tefentu, memotret, dan/aton membust rekamin audio visaal;
m:l.nh}km pengpeledahan terhadap hadan, pakaian, rnengan, danatan tempet lain
yung diduga merupakin tempat dilakokannya tindak pidana; dan/atau
menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

ol

F

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

(1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Dacrah ini, disncam dengan hukaman
pidana kurungan paling lama 3 {tigs) bulan atau denda paling banyak Rp. 50,000,000 -
{liena pulub juts rupiah),

{2) Selain ketermuan pidana schagaimana dimaksud pada avat (1), tndak pidana yang
telsh diatur dengan ketentuan persturan yang lebih tinggi disncam piduna sesumi
dengan kelentuan peraturan perundang-undangan yang berkaku.

{3) Tindak piduna sebapaimana dimaksed pada ayad (1) dan ayat (2), adalsh pelangguran.

BAR IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

(1} lzin yang telah diberikan sebelum berlakunya Pereturan Dagrah ind, sepanjang tidak
bertentanpon dengan ketentusn peraturan perundang-undangan, tetap berlakn simpai
habis masa berlakunys,

{2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Dacrah
ini, setigp orang otau badem yanp mempunym kepgiatan  dendstau usaha yveng
menghasilkan Hmbah cair, hames sudah menpgajukan permohonan izn kepada
Walikota

BAB X
KETENTUAN FENUTUP
Pasal 22
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Draecrah Kota Palembang
Momaor 27 Tahun 20402 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemberian lzin dan Pembuangan

Limbah Cair (Lembaran Derah Kota Palembang Tahun 2002 Momor 40) bescria
peraturan pelaksanannnya, dicabad dan dinyaiakan tidak berlaku.



Pasal 23

(1) BLH adalah sebagai Sstuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Perwturan
Draerah ini.

{2) Hal-hal yung bersifit weknis belum dinmr dalam Peraturan Daerah ind, Sepanjang
mengenal pelaksanpannya akan ditetaplkan lebih lanjut oleh Walikote, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 24
Peraturun Daerah inf mulai berlaku pada tanggal divndanglkan,

Apar setiap orang mengetahuinys, memerinthlan pengundengan Peraturan Daersh ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotn Palembang,

Ditetapkan. di Palembang
pada tanggal 4 November 2011




